
 
 
 
 

 
BUPATI PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 5 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 13 TAHUN 
2015 TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBAGIAN 

DAN PENETAPAN BESARAN, PENGALOKASIAN, PENGELOLAAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PASURUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI PASURUAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2) huruf 
c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Petunjuk 
Teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran, 
Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi 
Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan 

  Bupati;  
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

       Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

Menimbang : 

Mengingat : 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 13 TAHUN 2015 
TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN, PENGALOKASIAN, 
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA 
DESA DI KABUPATEN PASURUAN 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015 
tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana 
Desa di Kabupaten Pasuruan diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi : 

Pasal 14 

(1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan 
pertanggungjawaban APBDesa. 

(2) Mekanisme pelaporan pertanggungjawaban Alokasi Dana  Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diverifikasi oleh 
Camat dibuktikan dengan berita acara verifikasi paling lambat tanggal 
10 (sepuluh) bulan berikutnya setiap akhir semester. 

(3) Camat membentuk Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dengan keanggotaan sekurang-kurangnya terdiri dari : 
a. Ketua; 
b. Sekretaris; dan 
c. Anggota terdiri dari unsur Kasi di Kecamatan  dan unsur lain yang 

terkait sesuai kebutuhan. 

(4) Hasil verifikasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sudah harus 
disampaikan ke Kepala Desa untuk diperbaiki. 

(5) Kepala Desa selambat-lambatnya 4 (empat) hari untuk menyerahkan 
laporan yang telah diperbaiki kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa melalui Camat. 

2. Ketentuan judul BAB XI diubah, sehingga berbunyi : 
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BAB XI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi : 

Pasal 15 

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan 
terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa. 

(2) Camat melaksanakan fungsi fasilitasi dan koordinasi terhadap 
penggunaan Alokasi Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan 
dan pertanggungjawabannya serta melaporkan kepada Bupati. 

(3) Pengawasan terhadap kegiatan yang  didanai Alokasi Dana Desa (ADD) 
dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang, Pemerintah 
Daerah dan masyarakat melalui BPD sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

       

    Ditetapkan di Pasuruan  
      pada tanggal 9 Januari 2017 

      BUPATI PASURUAN, 

             ttd. 

            M. IRSYAD YUSUF 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 9 Januari 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

           ttd. 

AGUS SUTIADJI 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN 
TAHUN 2017 NOMOR 5 
 


